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 Skripsi ini membahas tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
dalam Pemberdayaan Anak Jalanan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
bagaimana keikutsertaan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Terhadap 
Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Makassar, pokok masalah tersebut selanjutnya 
diuraikan ke dalam beberapa submasalah, submasalah yang pertama ialah bagaimana 
keikutsertaan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Terhadap Pemberdayaan Anak 
Jalanan di Kota Makassar? Yang kedua Bagaimana faktor pendukung dan penghambat 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam Proses Pemberdayaan Anak Jalanan di 
Kota Makassar ? 
Jenis penelitian adalah  penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan sosiologis 
dan pendekatan komunikasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 
melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan library research. Instrumen yang 
digunakan adalah pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi, alat tulis dan tape recorder. 
Teknik pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan pada ata yang telah diperoleh. 
Hasil penelitian ini menggambarkan tentang keikutsertaan lembaga perlindungan anak 
sulawesi selatan terhadap pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar. Keikutsertaan 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan yang pertama ialah membangun paradigma 
pemerintah bahwa anak jalanan bukanlah akar masalah, yang kedua mengingatkan 
pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada anak jalanan yang ketiga 
meningkatkan kapasitas pengelolah anak jalanan yang keempat memberikan jaminan kepada 
anak jalanan di kota makassar dan kelima memastikan anak jalanan tidak menjadi korban 
kekerasan. Dalam keikutsertaannya tersebut ada faktor yang mendukung yaitu pemerintah 
yang senantiasa terbuka dalam menerima saran dan kritikan. Namun adapula beberapa faktor 
yang menghambat Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam keikutsertaannya. 
Factor yang pertama adalah pemerintah yang sering menunda pertemuan dengan pihak LPA , 
factor kedua pengambilan kebijakan belum memperlihatkan konsistensinya dalam 
menanggulangi permasalahan anak jalanan dan factor yang ketiga adalah kurangnya 
perhatian pemerintah terhadap anak jalanan. 
 Implikasi dari penelitian ini ialah, pemerintah harus lebih memperhatikan anak 
jalanan dalam hal penangggulangannya, karena sekuat apapun Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan ataupun lembaga nonpemerintahan lainnya untuk mencoba menanggulangi 
anak jalanan tidak akan berguna apabila pemerintah yang seharusnya nomor satu atau 
terdepan dalam menanggulangi anak jalanan sendiri tidak terlalu memperhatikan anak 
jalanan.  Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman terhadap pembaca 
khususnya tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam 
Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. Penulis juga berharap agar penelitian ini 








A. Latar Belakang 
     Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan 
sosial yang kompleks.  Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan 
pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memilki 
masa depan yang jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi 
banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara.  Namun, perhatian terhadap nasib 
anak jalanan tampaknya belum efektif penanganannya.  
Anak jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama, yakni 
mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-fenomena 
keterlantaran yang terjadi di masyarakat tersebut membuat anak jalanan harus hidup 
di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam 
masa perkembangan seseorang, untuk menuju kedewasaan manusia melalui tahap 
transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yakni disebut dengan masa remaja. 
Anak jalanan yang berusia anak-anak (6-11 tahun) dan anak jalanan yang berusia 
remaja (12-18 tahun). Kategori ini menunjukkan bahwa anak jalanan menurut 
usianya, juga mengalami tahap tumbuh kembang menuju kedewasaan yang penting 
untuk diperhatikan, yakni masa remaja.
1
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Permasalahan tentang anak jalanan memang bukanlah permasalahan yang baru 
di Indonesia. Permasalahan ini cenderung terjadi di berbagai kota besar. 
Permasalahan ini tergolong sebagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini 
timbul akibat adanya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Dilihat dari aspek 
kesejahteraan sosial, kondisi kehidupan sehari-hari anak jalanan sangat 
memprihatinkan. Pola kehidupannya cenderung tidak sesuai dengan norma kehidupan 
masyarakat. Penyebabnya berbagai macam, salah satu diantaranya adalah 
kemiskinan. Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam menangani 
upaya permasalahan tentang anak jalanan. Namun seiring dengan kemajuan zaman 
dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan barang-
barang pokok, kasus anak jalanan juga semakin besar.
2
 
Pemberdayaan masyarakat saat ini banyak dikaitkan dengan masyarakat desa. 
Hal ini dikarenakan pola fikir masyarakat desa dianggap cenderung labih terbelakang 
dibandingkan masyarakat kota. Namun suatu pemberdayaan saat ini sudah dilakukan 
diberbagai tempat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dan sudah banyak 
dilakukan dalam berbagai bidang, baik dibidang ekonomi, kesehatan, maupun sosial, 
termasuk pemberdayaan anak jalanan. 
Memang permasalahan anak sudah menjadi salah satu permasalahan terbesar di 
negeri ini, banyak hal yang telah membuat fenomena-fenomena keterlantaran di 
negeri ini semakin meningkat. Mulai dari faktor internal yaitu masalah yang ada 
dalam diri sendiri sianak yang membuatnya terpaksa hidup di jalanan, sampai kepada 
faktor external yaitu faktor dari lingkungan dan pemerintahan setempat yang 
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memaksanya memilih hidup di jalanan. Ditambah dengan belum efektifnya upaya  
pemerintah dalam menangani setiap permasalahan yang ada di negeri ini membuat 
permasalahan anak di indonesia semakin merajalelah  
Jumlah anak jalanan terus meningkat. Saat ini tercatat di Kementerian Sosial 
(Kemensos) mencapai sekitar 4,1 juta. Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa 
menyebutkan bahwa jumlah anak jalanan meningkat 100 persendibandingkan tahun 




Dengan melihat fenomena-fenomena anak yang terjadi saat ini, bisa jadi data 
yang tercatat di kementrian sosial (Kemensos) yang mencapai sekitar 4,1 juta akan 
bertambah pada tahun tahun yang akan datang. Banyaknya penyimpangan-
penyimpangan terhadap anak yang kita lihat sekarang ini akan menjadi faktor utama 
yang membuat anak jalanan semakin meningkat, oleh karena itu lebih baiknya kita 
melihat peran dari lembaga-lembaga yang mengurusi tentang anak tersebut. 
Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek 
dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari 
sistem hukum positif yang mangatur tentang anak.
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah 
mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam hal memberikan 
perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat 
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diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai lima 
perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab tersebut.
5
 Pemenuhan pendidikan juga sangat penting bagi anak-anak 
jalanan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 
perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan : 
“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakat”.6 
Menurut Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar, masalah anak terlantar 
dapat dilihat dari beberapa perspektif, antara lain anak terlantar yang mengalami 
masalah dalam sistem pengasuhan, seperti yang dialami anak-anak yatim piatu, anak 
dari orang tua tunggal, anak dengan ayah/ibu tiri, anak dari keluarga yang kawin 
muda, anak yang tidak diketahui asal-usulnya (anak yang dibuang orang tuanya); 
anak yang mengalami masalah dalam cara pengasuhan, seperti anak yang terlibat 
dalam tindak kekerasan baik secara fisik, sosial, maupun psikologis, anak yang 
mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual bahkan anak yang diperdagangkan; anak 
yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti anak yang kurang gizi dan anak 
yang sudah tidak bersekolah atau putus sekolah. Hal seperti inilah yang banyak 
terjadi pada anak-anak jalanan. Meskipun demikian, satu-satunya penyebab utama 
munculnya anak-anak jalanan bukan hanya kemiskinan. Banyak faktor yang 
menyebabkan muncul dan berkembanganya anak jalanan.
7
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Faktor yang paling menonjol yang menjadi penyebab timbulnya anak jalanan 
yaitu faktor kesulitan dalam kondisi sosial ekonomi, di samping itu juga karena 
adanya faktor broken home, faktor kekerasan dalam keluarga, dorongan dari orang 
tua, rendahnya tanggungjawab orang tua terhadap anak, dan sulit mendapat layanan 
pendidikan secara maksimal juga menjadi faktor yang menyebabkan munculnya anak 
jalanan serta anak-anak putus sekolah. Jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun selalu 
mengalami peningkatan. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan 
tahun 1997 diyakini banyak pihak sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah 
anak jalanan di Indonesia.
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Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu 
kota besar di Indonesia. Dalam perkembangannya Kota Makassar masih 
meninggalkan beberapa masalah kesejahteraan sosial, salah satunya juga mengenai 
permasalahan anak jalanan. Kehadiran anak jalanan di Kota Makassar merupakan 
sesuatu yang sangat dilematis, semenjak Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, 
Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar yang melarang anak 
jalanan untuk melakukan aktivitas di jalan. 
Hidup menjadi anak jalanan bukan merupakan pilihan yang menyenangkan. 
Beberapa permasalahan yang mengancam anak jalanan antara lain adalah kekerasan 
yang dilakukan oleh anak jalanan lain, komunitas dewasa, Satpol PP, bahkan 
kekerasan seksual, penggunaan pil, alkohol, rokok dan juga penyakit-penyakit 
menular seperti HIV/AIDS.  
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Anak jalanan berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan cerah dan 
tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak seperti keluarga, masyarakat dan 
negara. Realisasi pemberian bantuan belum menimbulkan banyak perubahan, 
mengacu pada data jumlah anak jalanan yang meningkat dari tahun ke tahun. 
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang 




Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak 
jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kehadiran lembaga ini 
merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat 
yang merupakan kewajiban untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak 
sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis 
utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-
anak Indonesia.  
Akan tetapi, kehadiran lembaga perlindungan anak saat ini belum mampu 
mengatasi serta mengurangi berbagai persoalan anak jalanan. Masih banyak anak 
jalanan yang terlupakan untuk menjadi objek perlindungan sebagaimana yang 
diamanatkan Undang-Undang Nomor 35  Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak. 
Anak jalanan ini perlu mendapat perhatian serius, karena selain rawan terhadap 
perlakuan buruk dari pihak pihak yang kurang bertanggungjawab misalnya saja 
preman dan oknum-oknum yang ingin memanfaatkan keberadaan anak jalanan. Yang 
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memprihatinkan lagi adalah ancaman terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak 
jalanan dalam menghadapi masa depannya.
10
 
Berdasarkan latar belakang di atas menunjukkan perlunya peran lembaga 
perlindungan anak Sulawesi Selatan dalam pemberdayaan anak jalanan di kota 
makassar. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
     Fokus penelitian ini merupakan batasan penulis agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Olehnya itu yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah masalah 
pokok yang akan diteliti dalam judul skripsi ini. yakni bagaimana peran Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam pemberdayaan anak jalanan di kota 
makassar. 
2. Deskripsi Fokus 
     Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 
berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini, yaitu 
“Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam Pemberdayaan Anak 
Jalanan Di Kota Makassar”. Maka penulis memberikan deksripsi fokus sebagai 
berikut. 
Bagaimana keikutsertaan Lembaga perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam 
pemberdayaan anak jalanan di kota makassar. Dalam hal ini akan membahas semua 
yang menyangkut dengan keberadaan anak jalanan dikota makassar mulai dari 
Pemerintah Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA 
                                                             







Sul-Sel), kondisi anak jalanan di Kota Makassar, Serta bagaimana cara/strategi yang 
dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam keikutsertaan 
untuk memberdayakan anak jalanan di kota makassar. 
  Selain itu pada skripsi ini juga akan membahas beberapa fakto-faktor yang 
mempengaruhi lembaga perlindungan anak sulawesi selatan dalam keikutsertaannya 
untuk memberdayakan anak jalanan di kota makassar, baik itu faktor yang 
mendukung maupun faktor yang menghambat yang sangat mempengaruhi peran 
lembaga pemberdayaan anak sulawesi selatan tersebut. 
   Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota 
Makassar. 
C. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 
1. Bagaimana keikutsertaan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
dalam pemberdayaan anak jalanan  di Kota Makassar? 
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan dalam proses pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar? 
 
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu 
     Sebatas pengetahuan penulis menemukan beberapa karya ilmiah dan definisi 
maupun artikel yang penulis rasa sedikit banyaknya berhubungan dengan judul yang 







  1. Penelitian yang dilakukan oleh Haidir Ali pada tahun 2014. Dalam judul 
skripsinya Peran Lembaga Perlindungan Anak bagi Anak Jalanan di  Kota Makassar. 
Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas 
Hasanuddin. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan 
topik penelitian. Hasil penelitian ini yaitu (1) Lembaga Perlindungan Anak bagi Anak 
Jalanan di Kota Makassar berperan sejak tahun 1999, Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan berperan dalam mendukung penanganan anak jalanan di Makassar, 
sekaligus terlibat dalam mengembangkan konsep dan advokasi kebijakan. Bersama 
Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah yang menangani 
program anak jalanan, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan melakukan 
evaluasi penanganan anak jalanan pada tahun 1999-2000 yang didukung oleh Bank 
Dunia dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa rekomendasi penting 
saat itu adalah pelibatan Dinas Sosial Kota Makassar, pembebasan pendidikan untuk 
anak jalanan, dan pelibatan daerah pemasok anak jalanan; (2) Faktor yang 
melatarbelakangi terjadinya konflik antara anak jalanan dengan hukum di Kota 
Makassar yaitu faktor ekonomi, kurangya perhatian orang tua, perilaku meniru anak, 
dan persaingan antar kelompok anak jalanan. Dimana faktor ekonomi yang menjadi 
faktor dominan anak turun ke jalan dan melatarbelakangi anak melakukan tindak 
pidana (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi 
Selatan dipengaruhi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas peran 
lembaga ini yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum bagi 










2. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Endah Wahyu Ningsih, pada tahun  
2013. Dalam judul Penanganan Anak Jalan di Rumah Perlindungan Sosial Anak 
Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang. Jurusan Politik dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di Dinas Sosial, 
Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan RPSA Pelangi. Fokus penelitian adalah 
penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan dan keterampilan, sikap, perilaku 
yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga terhadap anak jalanan yang 
ada di Rumah Singgah Perlindungan Sosial Anak Pelangi, dan penanganan kesehatan 
baik fisik maupun psikis yang di lakukan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga 
terhadap anak jalanan di RPSA Pelangi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang 
meliputi penanganan pendidikan dalam hal pengetahuan dan keterampilan berupa 
pengetahuan perilaku hidup bersih, keterampilan menjahit dan perbengkelan yang 
diadakan setahun sekali. Sedangkan penanganan keterampilan oleh RPSA Pelangi 
berupa pelatihan perbengkelan. Penanganan pendidikan dalam hal sikap oleh Dinas 
Sosial Pemuda dan Olahraga baru berupa pendidikan mental disiplin dan pendidikan 
semi militer serta pendidikan karakter building di Balai Rehabilitasi Sosial.
12
 
                                                             
11
 Haidir Ali, “Peran Lembaga Perlindungan Anak bagi Anak Jalanan di  Kota Makassar” 
Sumber: http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9153 (Diakses 20 Desember 2016, jam 09.00 
AM) 
12
 Puji Endah Wahyu Ningsih, “Penanganan Anak Jalan di Rumah Perlindungan Sosial Anak 
Pelangi oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang” Sumber: http://lib.unnes. 






3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Endah Sayekti pada tahun  2016. Dalam 
judul,. Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Anak 
Jalanan dari Tindak Kejahatan di Kota Malang pada Tahun 2015. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian yang berupa paparan 
narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang dan beberapa anak 
jalanan yang ada di Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data dan mengambil kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan 
temuan data dilakukan dengan trianggulasi dan ketekunan pengamatan.  Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga 
Perlindungan Anak Kota Malang untuk melindungi anak jalanan dari tindak 
kejahatan berupa pemberian konseling terhadap korban, melakukan permintaan visum 
terhadap korban, pendampingan hukum terhadap anak jalanan. Proses perlindungan 
dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang untuk melindungi anak jalanan dari 
tindak kejahatan yaitu dengan tidak hanya diberikan terhadap anak jalanan yang 
berada di bawah binaan lembaga-lembaga peduli anak jalanan saja tetapi juga bekerja 
sama dengan Satpol PP Kota Malang, ketika anak jalanan terkena penertiban maka 
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Dari hasil kajian di atas, maka yang membedakan dengan skripsi ini adalah 
skripsi ini berjudul Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam 
pemberdayaan anak jalanan di Kota Makassar.  
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
     Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanan penelitian dan mengungkap 
masalahyang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan 
tujuan dan kegunaan penelitian. 
1. Tujuan Penelitian 
     Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah pada 
halaman sebelumnya, penulis dapat kemukakan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi 
Selatan dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor pedukung dan penghambat Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota 
Makassar 
2. Kegunaan Penelitian 
     Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua 
antara lain: 
a. Kegunaan Teoretis 
1. Penelitian ini untuk menambah pengalaman penulis di lapangan, dapat 
berguna sebagai referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu 






a) Untuk menambah wawasan pemikiran tentang manfaat pemberdayaan 
anak jalanan, khususnya di Kota Makassar. 
b) Untuk akademik sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan sosial yang terkait dengan pemberdayaan anak jalanan. 
2. Kegunaan Praktis 
     Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembimbing 
dalam hal ini guru,  orang tua dan pemerintah setempat dan terutama untuk 









A. Tinjauan Anak Jalanan 
1. Pengertian Anak Jalanan 
Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk 
mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.Anak 
jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 6 sampai dengan 18 tahun, melakukan 
kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian 
tidak terurus, mobilitasnya tinggi.
1
  
Anak jalanan juga merupakan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, 
baik untuk bekerja maupun  tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai 
hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannnya dengan keluarga, dan anak 
yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orangtua/keluarga. 
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah seseorang 
yang masih belum dewasa (secara fisik dan phikis) yang menghabiskan sebagian 
besar waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan 
uang guna mempertahankan hidupnya yang terkadang mendapat tekanan fisik atau 
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2. Pengelompokan Anak Jalan 
     Secara garis besar, pengelompokan anak jalanan dapat dibagi menjadi tiga 
kategori, yaitu sebagai berikut.
2
 
a. Children on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan yang kuat 
dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dijalanan pada kategori ini 
adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban 
atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan oleh kedua 
orang tuanya. 
b. Children of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, 
baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai 
hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi petemuan mereka tidak menentu. 
Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya 
kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-
anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, 
emosional, fisik maupun seksual. 
c. Children from families of the street, yaitu anak-anak yang berasal dari 
keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan 
kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu 
tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari 
kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi, bahkan 
sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia kategori ini dengan mudah ditemui 
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diberbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel jereta api dan pinggiran 
sungai. 
3. Karakteristik Anak Jalanan 
     Karakteristik anak jalanan dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu 
anak jalanan yang hidup dijalanan, anak jalanan yang bekerja, anak yang rentan 
menjadi anak jalanan, dan anak jalanan berusia diatas 16 tahun.
3
 
a. Anak jalanan yang hidup dijalanan, dengan kriteria: 
1) Putus hubungan atau lama tidak lama ketemu dengan orang tuanya. 
2) 8-10 jam berada di jalanan “bekerja” (mengamen, mengemis,memulung) 
dan sisanya menggelandang atau tidur. 
3) Tidak lagi sekolah. 
4) Rata-rata berusia di bawah 14 tahun. 
b. Anak jalanan yang bekerja, dengan kriteria: 
1) Berhubungan tidak teraturdengan orang tuanya 
2) 8-16 jam berada di jalanan. 
3) Mengontrak kamar sendiri bersama teman, ikut orang tua/saudara 
umumnya didaerah kumuh. 
4) Tidak lagi sekolah. 
5) Pekerjaan: menjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir 
sepatu. 
6) Rata-rataberusia di bawah 16 tahun. 
c. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria: 
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1) Bertemu teratur setiap hari / tinggal dan tidur dengan keluarganya. 
2) 4-5 jam bekerja di jalanan. 
3) Masih bersekolah. 
4) Pekerjaan: menjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dan lain-lain. 
5) Usia rata-rata di bawah 14 tahun. 
d. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria: 
1) Tidak lagi berhubungan / berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya 
2) 8-24 jam bekerja di jalanan 
3) Tidur dijalanan atau di rumah orang tua 
4) Sudah tamat SD atau SLTP, tapi sudah tidak bersekolah lagi 
5) Pekerjaan: calo, mencuci bis, menyemir, dan lain-lain. 
4. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Munculnya  Anak Jalanan  
     Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus 
dalam kehidupan di jalanan, seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan 
kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orangtua, dan masalah khusus 
 menyangkut hubungan  anak dengan orangtua. Kombinasi dari faktor-faktor ini 
seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup 
mandiri dijalanan. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan 
keputusan untuk hidup dijalanan. Pada batas-batas tertentu, memang tekanan 
kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup dijalanan. Namun, 
bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang 
menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup dijalanan. Kebanyakan anak 
18 
 
bekerja dijalanan bukanlah atas kemauan sendiri, meliankan sekitar 60% diantaranya 
karena dipaksa oleh orangtuanya.
4
 
Faktor terbesar yang menyebabkan anak hidup dijalanan adalah faktor ekonomi 
atau kemiskinan dan faktor pembinaan yang salah dari orang tua atau kurangnya 
kasih sayang yang membuat anak memilih untuk hidup di jalanan. Kondisi tersebut 
membuatnya harus mencari uang di jalan untuk mendapatkan makanan. 
 Berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang di jalan 
mulai dari hal-hal yang baik sampai kepada hala yang sangat burukpun mereka 
lakukan. Tuntutan hidup yang membuat mereka harus seperti itu, akibat dari 
kelakuan-kelakuan mereka yang sering kali menyimpang membuat pengguna jalan 
merasa terganggu. 
Sebagian besar kalangan menganggap bahwa anak jalanan sudah menjadi 
penomena sosial pada saat sekarang ini di kota makassar. Hal itu sangat meresahkan 
bagi pengguna jalanan, dan harus segera ditanggulangi oleh pemerintah maupun 
elemen-elemen yang bersangkutan. Karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah 
untuk menata anak jalanan sehingga dapat terperbaiki taraf hidupnya dan tidak turun 
lagi melakukan aktivitas di jalanan.. 
Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan 
sekarang ini merupakan suatu gejalaglobal. Pertumbuhan urbanisasi dan 
membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di 
negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi 
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Faktor-faktor yang umumnya mendorong anak untuk turun ke jalan terbagi 
dalam tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut. 
1. Tingkat Mikro  (immediate causes), yaitu faktor yang berhubungan dengan 
anak dan  keluarga. Sebab-sebab yang bisa  diidentifikasikan dari anak adalah lari 
dari rumah (sebagai contoh anak yang selalu hidup dengan orangtua yang terbiasa 
dengan menggunakan kekerasan (sering menampar, memukul, menganiaya karena 
kesalahan kecil) jika sudah melampaui  batas toleransi anak, maka anak cenderung 
memilih keluar dari rumah dan hidup dijalanan, disuruh bekerja dengan kondisi 
masih sekolah atau disuruh putus sekolah, dalam rangka bertualang, bermain-main 
atau diajak teman. Sebab-sebab yang berasal dari kelurga adalah terlantar, 
ketidakmampuan orangtua menyediakan kebutuhan dasar, kondisi psikologis seperti 
ditolak orangtua, salah perawatan dari orangtua sehingga  mengalami kekerasan di 
rumah (child abuse) kesulitan berhubungan dengan keluarga karena terpisah dari 
orangtua. Permasalahan atau sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun 
keluarga ini saling terkait satu sama lain.  
2. Tingkat Mezzo (underlying cause), yaitu faktor agar berhubungan dengan 
struktur masyarakat (struktur disini dianggap sebagai kelas masyarakat, dimana 
masyarakat itu ada yang miskin dan kaya. Bagi kelompok keluarga miskin anak akan 
diikut sertakan dalam menambah penghasilan keluarga). Sebab-sebab yang dapat 
diidentifikasikan ialah pada komunitas masyarakat miskin, anak-anak adalah aset 
untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga, oleh karena itu anak-anak 
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diajarkan untuk bekerja pada masyarakat lain pergi ke kota untuk bekerja adalah 
sudah menjadi kebiasaan masyarakat dewasa dan anak-anak (berurbanisasi).  
3. Tingkat Makro (basic cause), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur 
masyarakat (struktur ini dianggap memiliki status sebab akibat yang sangat 
menentukan, dalam hal ini sebab banyak waktu di jalanan, akibatnya akan banyak 
uang). Sebab yang dapat diidentifikasikan secara ekonomi adalah membutuhkan 
modal dan keahlian besar. Untuk memperoleh uang yang lebih banyak mereka harus 
lama bekerja dijalanan dan meninggalkan bangku sekolah. 
Selain itu, anak jalanan tinggal dijalanan karena dicampakkan atau 
tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena 
kemiskinan dan kehancuran keluarga mereka. Umumnya anak jalanan bekerja 
sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, dan pengais sampah.  
Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko anak kecelakaan lalu lintas, 
pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular 
kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan 
obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi 
obyek pelampiasan seksual. 
. 
B. Tinjauan Pemberdayaan Anak 
1. Defenisi Pemberdayaan 
   Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukanlah sebuah proses instan. 
Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahap yaitu penyadaran, 




1. Tahap Penyadaran 
          Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam 
bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak  untuk mempunyai sesuatu. 
Misalnya target adalah kelompok masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan 
pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilalukan jika mereka 
mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Program-program yang dapat 
dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, 
believe, dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka 
perlu (membangun demand) di berdayakan dan proses pemberdayaan  itu dimulai dari 
dalam diri sendiri mereka (tidak dari orang lain). 
2. Tahap Pengkapasitasan 
          Inilah yang disebut dengan kapasity building, atau dalam bahasa yang 
lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang 
bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Misalnya sebelum memberikan otonomi 
daerah, seharusnya daerah daerah yang hendak diotonomkan diberi program 
pemampuan atau capacity building untuk membuat mereka “cakap” dalam 
mengelolah otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri dari tiga jenis 
yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. 
3. Tahap Pemberian Daya 
          Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. 
Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Menurut 
Sumaryadi,  pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat 
seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka 
mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana 
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keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu pemberdayaan masyarakat pada 
dasarnya adalah sebagai berikut: 
a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari 
masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, 
kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang di 
diskriminasikan/dikesampingkan. 
b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial 
ekonomis sehingga mereka dapat lebih mendiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari 
pendapat tersebut maka, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 
meningkatkan harkat dan bermartabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 
sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 
keterbelakangan. 
2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan 
     Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat 
dilihat dari tiga bentuk, yaitu sebagai berikut. 
a. Bentuk pemberdayaan untuk menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya 
adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang 
dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa 
daya,karena kalau demikian akan sudah penuh. Pemberdayaan adalah upaya untuk 
membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan 
kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk membangkitkannya. 
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b. Bentuk pemberdayaan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 
oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih 
positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi 
langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta 
pembukaan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi 
makin berdaya. 
c. Bentuk pemberdayaan untuk memberdayakan, dalam arti lain 
mengandung makna melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang 
lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu kekurangberdayaan dalam 
menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepaa yang 
lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi 
tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan 
mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat 
sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta 
eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat 
masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian. 
3. Strategi Pemberdayaan 
     Kecakapan hidup yang harus ditanamkan pada masyarakat adalah 
kepemimpinan, etika, terbuka, kemampuan, beradaptasi, produktifitas diri, tanggung 
jawab diri, kemampuan mengelola massa, kemampuan mengelolah diri, untuk 
mencapai hasil yang maksimal ada berapa strategi yang harus digunakan diantaranya 





a. Penyadaran dengan diskusi 
     Yaitu kegiatan pembicaraan yang dilakukan dengan masyarakat untuk 
mendeteksi problematika yang dialami oleh masyarakat. Dengan begitu kita dapat 
langsung hadir ditengah-tengah mereka dan melakukan tindakan-tindakan terpadu 
guna memberikan mereka pengetahuan-pengetahuan yang nantinya dapat mereka 
kembangkan untuk menopang kehidupan mereka. 
b. Pembentukan kelompok atau jaringan.  
     Pemberdayaan pada masyarakat tidak bisa dilakukan sendirian tapi harus 
secara berkelompok sebab dalam menghadapi masyarakat yang dapat dikatakan 
awam butuh orang-orang dengan kemampuan tertentu atau ahli di bidang-bidang 
yang berkaitan dengan hal pemberdayaan tresebut.  
   Disamping itu harus adanya jaringan baik dipihak komunitas masyarakat atau 
di pihak pemerintah supaya mempermudah akses untuk masuk di masyarakat dan 
memperoleh izin dari pemerintah setempat baik bupati, camat, maupun kepala desa. 
Pemerintah juga dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan dana untuk 
menopang pelaksanaan  kegiatan pemberdayaan di masyarakat. 
c. Penyusunan agenda kelompok 
     Setelah dibentuknya kelompok tindakan berikutnya yang harus dilakukan 
adalah menyusun agen kerja. Tujuan disusunnya agenda kerja kelompok adalah agar 
semua kegiatan yang akan dilakukan terorganisir dan tersistematis, menghindari 
kerancuan dalam mengimplementasikan konsep pembentukan karakteristik 





d. Melakukan evaluasi pencapaian agenda 
     Agenda-agenda kerja yang sudah tersusun dan terealisasikan harusn 
dilakukan evaluasi terus-menerus agar kita dapat mengetahui perkembangan atau 
kekurangan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, dengan begitu kita 
langsung dapat melakukan tindakan perbaikan/pembaharuan mengenai agenda atau 
pelaksanaan pemberdayaan. 
e. Membangun pusat-pusat hubungan dan informasi. 
     Informasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pemberdayaan, namun 
kita mesti mengetahui kebenaran dari informan yang dipercayakan, pusat informasi 
antara lain masyarakat setempat dan dari pihak pemerintahan. Tindakan komutatif 
dan reproduksi masyarakat adalah proses pencapaian pemahaman yang bertujuan 
pada kesepakatan yang sesuai dengan kondisi persetujuan yang dimotivasi secara 
rasional bersandar pada keyakinan bersama. 
f. Membangun jaringan dengan media  
     Media adalah alat yang dapat digunakan untuk memperkenalkan atau 
mengekspos lembaga-lembaga pemasyarakatan kepublik baik media cetak maupun 
media elektronik, selain itu hasil kerja juga harus dipublikasikan termasuk 
masyarakat  yang sudah mandiri agar dapat memotivasi masyarakat lain dalam 
menjalani dan memaknai arti kehidupan yang lebih baik. 
2. Definisi Perlindungan Anak 
     Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada 
anak (anak jalanan) untuk mendapatkan perlindungan (protection rights) yang hakiki 
dalam setiap kehidupannya dari negara. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan 
suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui hukum agar terciptanya 
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tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-
hak asasi dari anak. 
   Salah satu lembaga yang berperan memberikan perlindungan kepada anak 
jalanan adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kehadiran lembaga ini 
merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat 
yang merupakan kewajiban untuk menjadikan upaya perlindungan terhadap anak 
sebagai sebuah gerakan bersama, dimana keluarga dan masyarakat menjadi basis 
utama dan terdepan demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak-
anak Indonesia. 
  Sesuai dengan yang dirumuskan Kementerian Sosial Indonesia dalam 
petunjuk teknis pelaksanaan penyantunan dan pengentasan anak melalui panti asuhan, 
maka fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk menghindari anak dari 
keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua. Fungsi ini juga 
diserahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan keluarga dari 
kemungkinan perpisahan. 
Hal diatas harus dibedakan dengan istilah perlindungan anak karena hal ini 
tidak menunjukkan dengan apa perlindungan itu akan ditegakkan. Sebagaimana 
pengertian perlindungan anak itu sendiri yang tersebut di bawah ini.
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1. Perlindungan anak adalah segala daya dan upaya yang dilakukan secara 
sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan 
mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, 
                                                             




dan sosial anak dan remaja yang sosial anak dan remaja yang sesuai dengan 
kepentingan dan hak asasinya. 
2. Perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara 
sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta 
untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan 
jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan 
hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal 
mungkin. 
3. Tanggungjawab Perlindungan Anak 
     Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah, maupun negara. Pasal 20 UndangUndang Nomor 35 Tahun 
2014 perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi yang 
mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan 
kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. 
Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya 
perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan 
kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang 
melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan 
dengan baik. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 
Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu 
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dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak 
perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan 
anak secara keseluruhan. 
Kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam usaha 
perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan 
atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002  yaitu: 
a. Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, keluarga, dan Orang 
Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 
perlindungan anak (pasal 20) 
b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung 
jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, 
dan kondisi fisik dan atau mental (pasal 21 ayat 1) 
c. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana yang dimaksud pada 
(ayat 1) negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak 
anak  (pasal 21 ayat 2) 
d. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) 
pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak   (pasal 21 
ayat 3)\ 
e. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak di daerah (pasal 21 ayat 4) 
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f. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui 
upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak (pasal 21 ayat 5) 
g. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan presiden 
h. Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung 
jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya 
manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22) 
i. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, 
pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban 
orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap 
anak. (pasal 23 ayat 1) 
j. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan 
perlindungan anak (pasal 23 ayat 2)\ 
k. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk 
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan 
tingkat kecerdasan anak (pasal 24) 
l. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak 
dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan 
perlindungan anak. (pasal 25 ayat 1) 
m. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan 
pemerhati anak (pasal 25 ayat 2) 
Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak 
dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 
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perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014. Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orangtua dalam usaha 




C. Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Anak 
Komitmen perlindungan terhadap  anak-anak dan perempuan dalam ajaran 
Islam, tertera di berbagai literatur, kodifikasi hukum dan kitab suci Al-Qur’an.  Setiap 
anak Adam dipandang suci dan mulia dalam Islam. Hal ini sebagaimana disebut 
dalam (QS. Al-Israa : 70)  yang berbunyi: 
                             
             
Terjemahnya: 
 
“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik 
dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah kami ciptakan.” (QS  Al Isra : 70)8 
 
Islam menuntut pendidikan juga sangat dianjurkan, karena seperti yang kita 
ketahui bahwa suatu pendidikan, khususnya di zaman sekarang memang sangat 
dibutuhkan sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini 
sebagaimana yang disebut dalam (QS. Al-Mujadilah : 11)  yang berbunyi: 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
8
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 427 
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   . . .                 . . . . 
Terjemahnya: 
 
“Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  .” (QS Al Mujadilah/ 11)9 
 
 Tafsir Quraish Shihab mengenai ayat tersebut di jelaskan bahwa: 
“wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan RasulNya, apabila kalian 
diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk 
bersama kalian maka lakukanlah!  Allah akan meninggikan derajat orang-
orang mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa 
derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat” 
 









“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka 
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kedua-duanya 
maka wajib baginya memiliki ilmu” 
 
                                                             
9
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 900 
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Ayat dan hadist diatas memperkuat alasan bahwa orang-orang yang nasibnya 
kurang beruntung atau orang-orang yang kurang mampu harus diberikan perhatian 
oleh pemerintah dalam hal melakukan pemberdayaan terhadap mereka dengan cara 
memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan 
mereka agar mereka dapat memperbaiki taraf kehidupan, dan tidak mencari nafkah 
dengan melakukan hal-hak yang menyimpang. Sehingga mereka bisa hidup normal 






A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
     Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian 
kontekstual yang  menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan 




Penelitian ini merupakan  bentuk penelitian sosial yang menggunakan format 
deskriptif kualitatif  yaitu penelitian  yang bertujuan untuk menggambarkan, 
meringkas bebagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang 
ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu 
kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang 
kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.
2
 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan penelitian 
kualitatif yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian tentang pemberdayaan anak 
jalanan melalui Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan di Kota Makassar. 
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2. Lokasi Penelitian 
     Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “Pemberdayaan 
Anak Jalanan Melalui Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan di Kota 
Makassar”, maka penulis memutuskan untuk mengambil lokasi penelitian di kantor 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan salah satu lokasi penelitian di 
Kota Makassar 
 
B. Pendekatan Penelitian 
     Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan 
Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi. Pendekatan Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi 
dimaksudkan bahwa penulis harus memahami ilmu Kesejahteraan Sosial dan 
Sosiologi yang menjadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti untuk 
menjawab pokok permasalahan penulis tentang strategi pemberdayaan anak jalanan 
melalui Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan di Kota Makassar. 
Pendekatan penulis ini diarahkan pada pengungkapan pola fikir yang digunakan 
peneliti dalam menganalisis sasarannya, dalam ungkapan lain pendekatan ialah 
disiplin ilmu yang digunakan menjadi acuan dalam menganalisis obyek yang diteliti 
sesuai dengan logika ilmu. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan 
sosiologis dan pendekatan komunikasi. 
Pendekatan sosiologis dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana strategi yang 
dilakukan lembaga perlindungan anak sulawesi selatan dalam memberdayakan anak 





sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama 
dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya. 
Pendekatan komunikasi merupakan pendekatan yang menekankan bagaimana 
pendekatan dapat mengungkap makna-makna dari konten komunikasi yang ada 
sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh berhubungan pemaknaan dari sebuah 
proses komunikasi yang terjadi 
 
C. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
     Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis 
dilapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, 
dokumentasi, dan hasil wawancara oleh informasi yang telah penulis tetapkan. 
Informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data primer adalah anak jalanan 
melalui Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan di Kota Makassar (Klien). 
2. Sumber Data Sekunder 
     Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 
primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam 
permasalahan yang diteliti. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 








1. Library Research 
    Library Research yaitu pengumpulan data dengan membaca buku-buku atau 
karya tulis ilmiah lainnya, misalnya buku-buku yang membahas tentang pembinaan, 
anak putus sekolah, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini metode yang digunakan 
sebagai berikut: 
a. Kutipan langsung yaitu mengutip suatu karangan tanpa merubah redaksinya. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip suatu karangan dengan bahasa atau 
redaksi tanpa mengubah maksud dan pengertian yang ada. 
2. Field Research 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek 
penulis dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang telah ditentukan. 
Pengumpulan data dilokasi dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 
tentang fenomena atau kejadian sosial serta berbagai gejala psikis melalui 
pengamatan dan pencacatan.
3
 Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi 
adalah ruang (tempat), korban, objek, kejadian atau peristiwa dan waktu. 
Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa observasi atau pengamatan, yaitu 
dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lokasi dan sasaran penelitian. 
Dalam penelitian ini penulis mengamati strategi pemberdayaan dan dampak anak 
jalanan melalui Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan di Kota Makassar. 
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     Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 
langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam 
dengan alat perekam. Anggapan yang perlu dipegang oleh penulis dalam 
menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan 
dapat dipercaya. 
2. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penulis.
4
Wawancara 
dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa informan, selanjutnya 
penulis dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data 
secara komprehensif. Sehingga wawancara tersebut memungkinkan penulis untuk 
dapat mengetahuipemberdayaan anak jalanan melalui Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan di Kota Makassar. 
a. Dokumentasi 
     Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 
wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 
dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang 
dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti 
foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman dilapangan. 
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E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.
5
 
Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar sesuai 
dengan pengertian penulis yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari 
beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan 
suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Data yang diperoleh melalui penelitian akan 
diolah menjadi suatu informasi yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh 
karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan 
data yang lengkap dan akurat dalam suatu peneliti diantaranya:  observasi, 
wawancara, kamera, alat perekam, dan buku caatatan. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. 
Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis cacatan 
hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan 
pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan 
bagi yang lain.
6
 Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data kedalam 
bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan. Langkah-langkah analisis dan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Redaksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara 
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sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelola data 
dengan bertolak teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang 
terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada perpustakaan.Data dikumpulkan, 
dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam 
penelitian. Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, 
pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data. 
Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, 
serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 
2. Penyajian Data 
     Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 
dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
7
 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 
     Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis 
dalam hal pengumpulan dan melalui informan, setelah pengumpulan data, penulis 
mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan dengan 
informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari 
judul penelitian yang penulis angkat. 
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A. Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
1. Sejarah Berdirinya 
Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur oleh 
berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang Undang Dasar 
1945, dimana anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara. Undang 
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
telah mengatur tentang hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, 
perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam 
keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan 
wajar”, dan tanggung jawab orangtua yaitu bahwa “orangtua bertanggung jawab 
terhadap kesejahteraan anak”. 
Lembaga perlindungan anak Sulawesi selatan Didirikan pada tanggal 
7 Desember 1998 Dokumen Hukum: SK. Menteri Kehakiman  RI No: C-
402.HT.03.01 – TH. 1999/Tgl 24 – 02 – 1999 Perubahan Akte No. 02 Tanggal 12 
April 2003 
2. Visi 
LPA sebagai wadah terdepan untuk mewujudkan masyarakat yang 
berpihak pada pemenuhan hak anak sesuai KONVENSI HAK ANAK (KHA) dan 








a. Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan 
semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak. 
b. Memantau pelaksanaan hak-hak anak secara sistematis dan 
berkelanjutan 
c. Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam 
memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan 
kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan 
anak. 
d. Melakukan diseminasi, Kampanye dan Advokasi hak-hak  anak 
sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan 
Anak 
e. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah, organisasi non 
pemerintah maupun perorangan yang memiliki komitmen yang sama untuk 
melakukan upaya perlindungan terhadap anak. 
Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangan sistem perlindungan anak 
yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif 
bagi pertumbuhan dan perkembangannya. 
Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2008-2013 menjadi sepuluh provinsi terbaik dalam pemenuhan hak dasar 






menggunakan pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan yang protektif 
untuk melindungi anak-anak dari  segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan 
salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak 
dalam situasi darurat. Sistem perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama 
yang saling terkait yaitu kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan 
anak, dan perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didasarkan pada 
hukum dan kebijakan dan didukung dengan data dan informasi.
1
  
4. Prinsip Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
     Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, lembaga ini berlandaskan atas 
Komitmen Kemanusiaan, Kesetaraan, Kebersamaan, Kemandirian dan 
Demokratis 
a. Dalam hubungan dengan Anak, lembaga ini senantiasa memberikan 
akses seluas-luasnya bagi anak untuk didengar pendapat dan pikirannya dalam 
segala bentuk. 
b. Dalam hubungan dengan Publik, lembaga ini bertanggungjawab kepada 
masyarakat dan terbuka di dalam seluruh proses kerja lembaga. 
c. Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Dalam 
menjalankan aktivitasnya, LPA memiliki fungsi antara lain: 
1) Mendorong partisipasi semua pihak terkait untuk membangun 
kemitraan dalam rangka Perlindungan Anak. 
2) Menerima pengaduan mengenai pelanggaran hak asasi anak melalui 
hotline service. 
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3) Memfasilitasi dan menjalankan peran sebagai lembaga rujukan 
insitusi terkait untuk mencari solusi mengenai pelanggaran hak anak baik yang 
dilaporkan secara langsung, dilaporkan secara tidak langsung maupun yang 
ditemukan sendiri. 
5. Program Prioritas Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
Periode Tahun 2012 – 2015 
No. Program Strategis Tujuan Strategis 
1. 
Penelitian, Pelatihan dan 
Pengembangan 
 Menyediakan data dan informasi (data 
based) tentang anak (anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus) 
 Mendorong Perguruan Tinggi melakukan 
penelitian (skripsi, tesis) terkait hak dan 
perlindungan anak 
 Meningkatkan kapasitas personil (in house 
training) tentang Sistem Perlindungan 
Anak 
 Mengembangkan model Sekolah Ramah 
Anak 
 Mempublikasi hasil-hasil penelitian 
tentang anak  
2. 
Advokasi dan Kebijakan 
yang berpihak pada 
kepentingan terbaik anak 
 Meningkatkan komitmen dan 
keberpihakan pemerintah terhadap 
perlindungan anak melalui lahirnya 
regulasi tentang Sistem Perlindungan 
Anak 
 Mengintegrasikan hak anak dalam 
dokumen perencanaan pembangunan dan 
sektoral (RPJMD dan Resntra SKPD) 
 Meningkatkan kapasitas NGO tentang 
Sistem Perlindungan ANak 
 Meningkatkan kesadaran masyarakat 
melalui kampanye hak dan perlindungan 
anak  
 Mengintegrasikan Kurikulum Hak dan 
Perlindungan Anak pada Dinas Pendidikan 
dan Sekolah Polisi Negara. Mendorong 
Kabupaten/kota layak anak 
3. Kerjasama dan Fudracing 
 Meningkatkan kerjasama antar pemangku 
kepentingan 




































B. Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Terhadap 
Pemberdayaan Anak Jalanan  Di Kota Makassar 
    Lembaga Perlindungan Anak adalah wahana kesejahteraan sosial yang 
melaksanakan perlindungan bagi anak yang bersifat independen, tidak dibawah 
naungan salah satu partai politik maupun agailu, golongan, ras, suku dan tidak 
menjadi sub ordinat dari lembaga lain manapun, baik lembaga pemerintah 
maupun non pemerintah. Lembaga ini khusus didirikan atas komitmen untuk 
mernperjuangkan kepentingan dan pemenuhan hak anak-anak. 
Berbicara tentang hak anak adalah negaralah yang berkewajiban untuk 
memenuhi hak kesejahteraan mereka. Dalam pemenuhan hak tersebut ada empat 
Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kesejahteraan Anak, 
sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 
2002 tentang perlindungan anak. Kewajiban tersebut adalah melindungi, 
memenuhi, menghargai dan memajukan anak. 
Berpacu pada hal diatas maka Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi 
Selatan (LPA SulSel) hadir untuk senantiasa mengingatkan pemerintah atas 
kewajiban kewajiban terhadap hak anak. Sesuai dengan pernyataan ibu Fadiah 
Machmud selaku ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA 
SulSel) mengatakan: 
 
“berbicara tentang hak anak, maka yang berkewajiban untuk memenuhi hak 
anak itu adalah negara. negaralah yang bertanggung jawab untuk 
mensejahterahkan anak. Karena negara berkewajiban, LPA hadir untuk 
mengingatkan kepada negara bahwa mereka mempunyai kewajiban 






kebijakan seperti undang-undang tentang perlindungan anak untuk mengatur 
tentang hak anak” 
 
Anak adalah tumpuhan harapan bangsa di masa depan dan nasib bangsa 
yang akan datang tergantung mereka, karena itu kualitas anak sangat ditentukan 
oleh proses dan bentuk perlakuan perlakuan terhadap anak di masa kini. Setiap 
anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta 
berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 
dan kebebasan.  
Di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, sebagaimana yang 
penulis amati masih banyak kita lihat anak-anak yang belum terpenuhi hak-
haknya dengan baik. Makassar sebagai kota terbesar di bagian timur indonesia 
yang semakin hari pembangunan semakin berkembang malah semakin hari anak 
jalanan di kota ini pun semakin meningkat. Bahkan anak jalanan di kota makassar 
sudah menjadi penomena sosial pada saat sekarang ini. 
Dinas Sosial Kota Makassar sebagai bagian dari pemerintah Kota 
Makassar yang bergerak untuk menangani permasalahan anak jalanan mencatat 
bahwa jumlah anak jalanan di Kota Makassar sempat mengalami penurunan 
jumlah pada tahun 2008. Menurut Warida Safie selaku unit program Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan ( LPA SulSel ) mengatakan :  
 
“salah satu penyebab menurunnya jumlah anak jalanan pada tahun 2008 
yaitu diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 
2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan 
pengamen di kota makassar yang melarang memberikan uang kepada anak 
jalanan di kota Makassar”2 
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  Namun hanya di tahun 2007 ke 2008 yang mengalami penurunan. Karena 
setelah itu dari tahun ketahun mulai 2009 sampai 2012 perlahan lahan kembali 
meningkat bahkan pada tahun 2013 meningkat drastis sampai pada tahun 2015.              
Peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa 
faktor, Warida Safie menyatakan bahwa: 
 
“faktor utama yang menyebabkan anak melakukan aktivitas seperti 
mengamen, meminta-minta di jalanan adalah faktor ekonomi, dimana 
keluarganya tidak mampu membiayai anaknya. Oleh karena itu orang 
tuanya menyuruh anaknya kejalanan untuk memperoleh penghasilan guna 
membantu kebutuhan ekonomi keluarga karena berdasarkan penelitian yang 
saya lakukan setiap orang tua anak jalanan mempunyai 5-7 orang anak”3. 
 
Table I 
Jumlah Anak Jalanan di Kota Makassar 
2007-2013 
No. Tahun Jumlah 
1. 2007 1407 
2. 2008 869 
3. 2009 870 
4. 2010 901 
5. 2011 918 
6. 2012 990 
7. 2013 1.352 
Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar 
 
                                                             
3







Meski sempat mengalami penurunan jumlah pada tahun 2008, namun jumlah 
anak jalanan setiap tahun kembali mengalami peningkatan. Jumlah anak jalanan pada 
tahun 2007 berjumlah 1407 orang, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 
menjadi 869 orang, kemudian data tahun 2009 menunjukkan terjadi peningkatan 
menjadi 870 orang anak jalanan. Pertumbuhan anak jalanan pada tahun 2010 semakin 
besar dengan jumlah anak jalanan 901 orang dan pada tahun 2011 menjadi 918 orang 
anak jalanan sedangkan pada tahun 2012 anak jalanan berjumlah 990 orang. Data 
sementara jumlah anak jalanan pada akhir tahun 2013 menunjukkan adanya 
peningkatan jumlah yang cukup besar dari tahun 2012 sebanyak 990 orang hingga 
bulan ke-9 tahun 2013 menjadi 1.352 orang.  
Melihat penomena tersebut, sudah jelas bahwa perhatian pemerintah 
terhadap anak masih sangat minim dan bisa dikatakan belum berpihak sama 
sekali. Akhirnya pada kondisi tersebut lembaga perlindungan anak sulawesi 
selatan (LPA Sulsel) mengambil langkah, yaitu dengan memberdayakan anak 
jalanan melalui program pemerintah kota makassar yang berpihak kepada anak 
jalanan agar dapat mengurangi aktivitas anak di jalanan. 
Ada beberapa keikutsertaan  Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
terhadap pemberdayaaan anak jalanan yang ada di Kota Makassar antara lain: 
1. Membangun Paradigma Pemerintah Bahwa Anak Jalanan Bukanlah 
Akar Masalah 
Anak bukanlah akar permasalahan dari penomena anak jalanan yang 
terjadi pada saat ini melainkan mereka adalah korban dari derasnya arus 
kehidupan sehingga mereka harus memilih turun di jalanan untuk meminta-minta 






turun di jalanan adalah faktor ekonomi dari orangtua mereka. Karena orangtua  
tidak mempunyai ekonomi yang cukup untuk membiayai anak anak mereka,  
akhirnya mereka menyuruh anak-anak mereka untuk mencari aktivitas di jalan 
yang bisa menghasilkan uang. 
Sehingga Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) 
berinisiatif untuk memberitahukan kepada Pemerintah Kota Makassar bahwa anak 
jalanan bukanlah akar permasalahan dari melonjaknya anak jalanan di Kota 
Makassar. Permasalahan yang sebenarnya ada pada orangtua mereka yaitu pada 
pada faktor ekonomi mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Makmur 
anggota Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) sekaligus 
sebagai direktur Yayasan Pabata Ummi (Yapta U)  mengatakan: 
 
“Anak jalanan di kota Makassar sebagian besar masih mempunyai keluarga 
dan tempat tinggal untuk kembali, hanya sebagian kecil anak jalanan murni 
(sama sekali tidak punya keluarga dan tempat tinggal) yang ada dikota 
makassar, anak jalanan murni di kota Makassar bisa dihitung jari atau 
hampir tidak ada,  mereka semua masih mempunyai keluarga”4 
 
Oleh karena itu Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA 
Sulsel) berinisiatif untuk membangun paradigma pemerintah bahwa anak jalanan 
bukanlah akar masalah dari anak jalanan di Kota Makassar yang bertujuan agar 
pemerintah Kota Makassar melahirkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk 
mengatasi permasalahan anak jalanan  yang ada di Kota Makassar. 
Sampai kapanpun pemerintah bekerja dan membuat program tentang 
anak jalanan jika pemerintah tidak mengetahui akar masalahnya  maka masalah 
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anak jalanan tidak akan selesai-selesai. Faktor utama dari lahirnya anak jalanan 
adalah faktor orangtuanya, karena pengasuhan yang salah dari orang tuanya, atau 
sering mengalami kekerasan oleh orang tuanya sehingga anak turun di jalan 
karena tidak merasa nyaman dirumah sendiri. 
Jika pemerintah ingin memberdayakan anak jalanan seharusnya  dimulai 
dari orangtuanya, yaitu dengan membuat program kepada orangtua mereka 
sehingga mereka sendiri yang menarik anak-anaknya untuk kembali kerumah dan 
tidak lagi kembali kejalanan. 
2. Mengingatkan Pemerintah Untuk Membuat Kebijakan Yang 
Berpihak Kepada Anak Jalanan. 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) sebagai 
lembaga yang tahu persis tentang keadaan anak jalanan yang ada di Kota 
Makassar, menginginkan pemerintah Kota Makassar agar dalam pembuatan 
kebijakan-kebijakan di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar membuat 
kebijakan yang berpihak kepada anak jalanan. Agar hak-hak mereka yang di 
janjikan oleh negara juga mereka dapat rasakan. 
Melihat anak yang hidup di jalanan  Kota Makassar sebagai salah satu 
kota terbesar di indonesia yang sudah jelas polusi di kota ini sangat tinggi , 
dimana setiap hari mereka menghirup asap kendaraan, berjalan di antara 
kendaraan yang berlalu lalang ini sangatlah berbahaya bagi keselamatan mereka, 
apalagi mereka meminta-minta /mengemis dengan menutup semua urat malu 






Hal itu yang membuat Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
(LPA Sulsel) selalu memperjuangkan hak-hak anak.  Untuk mendorong kebijakan 
kebijakan tentang anak ada beberapa strategi yang digunakan oleh Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) antara lain: 
a. Memanfaatkan waktu-waktu perancanaan pemerintah dalam membuat 
kebijakan. Pada saat itu Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA 
Sulsel) mengadakan pertemuan dengan pemerintah untuk berdialog, kemudian 
rekomendasi dari hasil pertemuan tersebut dijadikan dasar untuk menyusun 
kebijakan tentang anak. 
b. Ketika ada kasus yang terjadi kepada anak, Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi-Selatan (LPA Sulsel) meminta agar kasus tersebut dibahas di DPRD 
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) jadi respon terhadap kasus-kasus ini 
disampaikan kepada pemerintah dengan cara yang berbeda, agar pemerintah lebih 
memperhatikan  anak dan tidak terjadi lagi kasus yang sama terhadap anak. 
c. Memanfaat moment-moment perencanaan, untuk memastikan isu-isu 
anak jalanan itu masuk dalam perencanaan pemerintah\ 
d. Memanfaatkan media untuk menyambungkan informasi anak jalanan 
kepada pemerintah. 
  Inilah strategi-strategi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak 
kepada anak. 






Di Kota Makassar terdapat beberapa tempat-tempat untuk menampung 
anak jalanan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak 
jalanan baik itu berupa rumah singga ataupun panti asuhan. Setiap tempat tersebut 
itu memiliki pendamping masing-masing, baik itu LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat) ataupun pekerja sosial. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi 
Selatan (LPA Sulsel) melakukan program untuk melatih para pekerja sosial ini 
sebelum mendampingi anak jalanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 
kapasitas mereka agar mereka sanggup untuk mendampingi anak jalanan. 
Banyak diantara LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau pekerja 
sosial ini dulunya juga tidak sekolah ataupun mereka putus sekolah, sehingga 
program yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
(LPA Sulsel) ini sangat bermanfaat bagi mereka.  
Yayasan Pabata Ummi (Yapta U) adalah salah satu yayasan yang di 
bangun untuk memberdayakan anak jalanan. Yapta U adalah salah satu lembaga 
kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) 
yang masih berfungsi sampai sekarang dalam mengelolah anak jalanan yang ada 
disekitar pembuangan sampah antang. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh 
pengelolah Yayasan Pabata Ummi (Yapta U) sekaligus sebagai direktur Yayasan 
Pabata Ummi (Yapta U) Makmur mengatakan:  
 
“kami membangun Yayasan Pabata Ummi untuk memberdayakan anak 
jalanan dari segi perilakunya, dengan cara menyekolahkan mereka tiga kali 
dalam satu minggu, selain dari tujuan itu secara tidak langsung juga untuk 
mengurangi aktivitas mereka untuk turun dijalan”5  
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Yayasan Pabata Ummi (Yapta U) sampai sekarang sudah menampung 
215 anak jalanan untuk diberdayakan. Sebagian besar anak jalanan tersebut 
berasal disekitar daerah pembuangan sampah baik yang mempunyai keluarga 
maupun yang sudah tidak mempunyai keluarga. Selain belajar di sanggar Yapta U 
sebagian juga bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang ada di daerah antang. 
Program yang wajib diajarkan di sanggar Yapta U ini adalah 
CALISTUM (baca tulis menghitung) karena menurut pengelolah Yapta U pada 
dasarnya semua anak yang ada di indonesia harus dapat membaca, menulis, 
menghitung. Namun selain dari itu mereka juga diberikan pelajaran-pelajaran 
tambahan seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Umum) IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) 
Agama bahkan penjaskes.  
Menurut Melisa (17 tahun) salah satu anak yang sempat juga merasakan 
sekolah di Yapta U, yang kini bersekolah di SMA 10 Makassar merupakan 
generasi ke 3 dari Yapta U mengatakan: 
   
“saya belajar disini sejak tahun 2006 dan ini sangat menyenangkan,  kami 
disini mempunyai banyak teman untuk bermain dan belajar karena siapapun 
bisa datang disini untuk berbagi ilmu maupun untuk sekedar bermain, 
sekarang juga saya bisa mengajar adik-adik disini sangat menyenangkan 
bersama mereka, dengan adanya Yaptau ini kami tidak lagi pergi bekerja 
dijalan. 
 
Itulah yang disampaikan oleh gadis yang bercita-cita jadi jaksa ini, rasa 
senangnya dengan kehadiran sanggar Yapta U membuatnya kembali bisa bercita-
cita, yang dulunya mereka turun di jalan untuk mencari uang. Dian (13 tahun) 






didik dengan baik oleh pengelolah sanggar Yapta U, anak 13 tahun ini  yang 
bercita-cita jadi polwan ini mengatakan: 
   
“mereka baik dan saya sangat kagum terhadap mereka, saya memanggil 
mereka dengan sebutan kakak, karena kami juga sering cerita-cerita curhat 
kepada mereka dan mereka sangat penyayang”6  
 
     Ketika saya bertanya kepada mereka apakah harapan kalian terhadap 
pemerintah, mereka mengatakan bahwa kami ingin lebih diperhatikan lagi oleh 
pemerintah dan kami di bantu dari segi fasilitas baik itu buku tempat bermain dll. 
Kami mau belajar tapi buku kurang itu susah sekali bagi kami untuk belajar, dan 
juga kami ingin di berikan fasilitas bermain yang aman, kami dilarang bermain di 
jalan sedangkan wadah untuk bermain itu tidak ada kami harus disediakan wadah 
bermain karena bagaimanapun kami masih usia anak, yang selalu ingin bermain. 
4. Memberikan Jaminan Kepada Anak Jalanan di Kota Makassar 
Sebagai suatu lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak-hak anak, 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) harus memberikan 
jaminan kepada anak-anak yang ada di kota makassar. Karena anak jalanan 
bukanlah suatu akar masalah dari penomena anak jalanan ini, melainkan mereka 
adalah sebab dari pembangunan besar-besaran sehingga membuat mereka harus 
turun di jalan untuk mencari uang ataupun hanya sekedar bermain. 
    Anak  jalanan di kota makassar semakin hari semakin bertambah, hal ini 
dianggap meresahkan bagi sebahagian kalangan, karena kelakuan mereka yang 
sering kali menyimpang. Kelakuan anak jalanan di kota makassar memang sangat 
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menyimpang seperti di kota-kota besar lainnya, dan hal itu dianggap mengganggu 
bagi setiap kalangan apalagi kepada pengguna jalan. 
Meskipun begitu mereka berada di jalanan itu sangat besar resikonya,  
mereka rawan kecelakaan karena berdampingan dengan kendaraan-kendaraan 
yang tidak hentinya berlalu lalang, apalagi jika dilihat dari aspek kesehatannya 
sangatlah fatal, karena setiap hari mereka menghirup polusi udara yang ada di 
jalanan, untuk itulah LPA Sulsel harus memberikan jaminan kepada anak-anak 
jalanan di kota makassar.  
5. Memastikan Anak Jalanan Tidak Menjadi Korban Kekerasan 
Anak jalanan di Kota Makassar melakukan aktivitasnya di jalan sangat 
bermacam dan bervariasi, mulai dari mengamen, meminta-minta, jadi tukang 
parkir, pak ego,  ojek payung, menjual koran, menjual tissu, dll. Mereka 
melakukan itu berdampingan dengan orang-orang yang mereka tidak kenal, 
apakah mereka baik atau jahat yang jelasnya mereka berada di jalan. 
Seringkali kita mendapati kabar bahwa anak jalanan mengalami tindak 
kekerasan, jelas saja itu bisa terjadi karena kehidupan di jalanan sangatlah keras 
mereka bisa saja mengalami hal apa saja yang bisa mengancam keselamatan 
nyawa mereka, karena segala bentuk kejahatan bisa terjadi di jalanan 
Bukan hanya kekerasan yang mereka alami di jalanan, orang terdekat 
merekapun bisa melakukan kekerasan kepada mereka, misal orang tua mereka. 
apapun bisa terjadi kepada anak jalanan, karena faktor-faktor itulah yang kerap 






atau lingkungan sendiri akibat dari kekerasan yang dialami akirnya mereka turun 
di jalan. 
Oleh karena itu inilah salah satu alasan mengapa Lembaga Perlindungan 
Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) harus memastikan bahwa tidak ada anak 
yang menjadi korban kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) untuk memastikan tidak ada 
tindak kekerasan terhadap anak yaitu dengan cara mendorong kebijakan kepada 
pemerintah kota makassar agar pelaku kekerasan terhadap anak harus dihukum 
sebesar-besarnya. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut akan membuat 
pelaku kekerasan terhadap anak akan jera, dan berfikir untuk tidak melakukannya 
lagi. 
 
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar 
1. Faktor Pendukung 
         Ada beberapa faktor yang mendukung lembaga perlindungan anak 
sulawesi selatan (LPA Sulsel) dalam menjalankan program yang lebih berpihak 
kepada anak jalanan.  Faktor utama yang membuat lembaga perlindungan anak 
sulawesi selatan (LPA Sul-Sel) mudah dalam menjalankan misinya untuk 
membuat anak lebih diperhatikan oleh pemerintah adalah dari pemerintah itu 
sendiri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Fadiah Machmud selaku Ketua LPA 
Sulsel yang  mengatakan: 
 
“yang memudahkan sekarang LPA itu adalah pemerintah sekarang lebih 






dengan mitra kerja, misalnya dia ingin membuat suatu program maka 
dengan mudah pemerintah bisa mengontak kita untuk hadir berdiskusi, 
pemerintah sekarang lebih mau mendengar”7 
 
Pemerintah sekarang lebih terbuka, sehingga memudahkan lembaga 
perlindungan anak sulawesi selatan (LPA Sulsel) dalam menyampaikan apa yang 
menjadi permasalahan anak di kota makassar sekarang ini. Dengan begitu 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) bisa lebih 
bekerjasama dengan pemerintah dalam mendiskusikan tentang masalah anak 
sehingga dapat melahirkan kebijakan yang jelas dan menguntungkan anak jalanan. 
Sulawesi Selatan sekarang mendapat penghargaan sebagai daerah tingkat 
pencapaian anaknya tersukses di indonesia, hal itu tercapai karena pemerintah 
yang lebih mendengar saran-saran dari mitra-mitranya baik itu LSM (Lembaga 
Swadaya Masyarakat) dan maupun yang lainnya. Namun prestasi yang didapatkan 
oleh sulawesi selatan ini hanya bersifat adminstratif hanya dilihat dari banyaknya 
program tanpa melihat kondisi yang nyata yang bisa kita lihat langsung di Kota 
Makassar. 
    Walaupun Sulawesi Selatan sudah mendapat  prestasi dan penghargaan 
tersebut, Ibu Fadiah Machmud menganggap bahwa pemerintah belum maksimal 
dalam menangani anak jalanan, bahkan dianggap bahwa perhatian pemerintah  
kepada anak jalanan masih sangat minim. 
2. Faktor Penghambat     
    Ada beberapa faktor yang membuat apa yang diperjuangkan oleh 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sul-Sel) untuk membuat 
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pemerintah lebih memperhatikan anak terhambat, sehingga  apa yang dicita-
citakan oleh pihak Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan selama ini 
untuk membuat anak lebih berdaya tidak tercapai. Adapun faktor yang 
menghambat tersebut adalah : 
1. Pemerintah yang selalu menunda pertemuan dengan pihak Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) 
Pemerintah seringkali menunda pertemuan dengan pihak  Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan ( LPA Sulsel) padahal perencanaannya 
sudah matang, sehingga apa yang dirancanakan oleh  pihak LPA Sulsel itu 
tertunda. Sesuai yang dinyatakan oleh Ibu Fadiah Mahmud selaku ketua LPA 
Sulsel mengatakan bahwa: 
 
“yang menghambat itu kalau hari ini kita sudah berdiskusi dengan pejabat 
dari pemerintah lalu ternyata satu bulan dua bulan waktunya dipindahkan itu 
tantangan sekali bagi kami. kami sudah berbicara tentang rencana aksi yang 
disusun bersama ternyata dipindahkan harinya, mereka mengulur waktu 
padahal bagi kami itu penting karna pada kesempatan itulah kami 
mengeluarkan aspirasi atau permohonan-permohonan tentang kebijakan dan 
kesejahteraan anak-anak  kedepanya.”8 
 
   Inilah salah satu faktor yang menghambat Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) dalam prosesnya menyampaikan perencanaan 
tentang pemberdayaan anak jalanan untuk dimasukkan dalam kebijakan 
pemerintah. 
2. Pengambilan kebijakan belum memperlihatkan konsistensinya dalam 
menanggulangi permasalahan  anak jalanan. 
                                                             






     Pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Makassar 
belum memperlihatkan konsistensi mereka khususnya dalam  menanggulangi 
permasalahan anak jalanan di Kota Makassar. Bisa kita lihat dengan kondisi anak 
jalanan sampai sekarang, yang semakin hari semakin meningkat.  
   Menurut kabar terbaru dari Dinas Kota Makassar di pertengahan tahun 
2016 sebanyak 330 anak jalananan yang baru dapat mereka data dan menurut data 
tersebut masih banyak yang berkeliaran di Kota Makassar. Data ini menunjukkan 
bahwa anak jalanan di Kota Makassar masih sangat banyak, hal ini terjadi karena 
kebijakan pemerintah belum terlalu serius untuk menanggulangi anak jalanan di 
Kota Makassar tersebut. 
3. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Anak Jalanan 
     Permasalahan Anak jalanan di Kota Makassar belum terlalu dianggap 
penting oleh pemerintah kota makassar. Terbukti dengan data-data yang 
menunjukkan bahwa anak jalanan di Kota Makassar semakin hari semakin 
meningkat, hal inilah yang menghambat pihak Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) susah dalam memberdayakan anak jalanan. 
   Dalam menanggulangi permasalahan Anak Jalanan di kota makassar 
adalah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kota Makassar itu sendiri, karena 
merekalah yang punya kuasa untuk kemudian mengeluarkan kebijakan tentang 
anak jalanan.  
  Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) sebenarnya 
hadir hanya sebagai perwakilan masyarakat yang secara berkomitmen untuk 






adalah posisi kemanusiaan kita bersama untuk mencari jalan keluar dari 
permasalahan mereka. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan tidak 
mempunyai kekuatan seperti negara untuk dapat membuat suatu kuasa yang dapat 
melahirkan suatu program besar terhadap anak jalanan. Sesuai yang dinyatakan 
oleh ibu Fadiah Machmud mengatakan bahwa: 
 
“sebenarnya LPA hadir hanya sebagai simbol perwakilan masyarakat saja 
yang secara berkomitmen untuk datang mengambil peran dalam 
memperhatikan anak-anak, kita harus pekah bersama karena LPA tidak 
punya kekuatan seperti negara yang punya sesuatu yang baik untuk 
menangani masalah anak jalanan ini ”9 
 
 Untuk menyelesaikan masalah  anak jalanan yang ada di Kota Makassar, 
semua elemen yang bersangkutan dengan anak jalanan  harus pekah bersama, dan 
secara sadar harus mencari solusi yang baik akan permasalahan yang semakin hari 
semakin memprihatinkan ini. 
                                                             






    Berdasarkan dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Dalam upaya pemberdayaan anak jalanan di kota makassar, ada 
beberapa peran yang diambil oleh LPA Sulsel yaitu, membangun paradigma 
pemerintah bahwa anak jalanan bukanlah akar masalah, mengingatkan pemerintah 
untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada anak jalanan, meningkatkan 
kapasitas pengelolah anak jalanan, memberikan jaminan kepada anak jalanan di 
kota makassar, memastikan anak jalanan tidak menjadi korban kekerasan. Jadi ada 
lima peran yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan 
khususnya dalam pemberdayaan anak jalanan di kota makassar. 
2. Dalam menjalankan perannya, ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam 
keikutsertaannya memberdayakan anak jalanan di kota makassar, diantaranya ada 
faktor pendukung dan ada faktor penghambat.  Ada pun faktor yang mendukung 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi selatan yaitu pemerintah yang sekarang 
sudah lebih terbuka, sehingga memudahkan mereka dalam menyampaikan 
permasalahan-permasalahan tentang anak yang terjadi di kota makassar. 
Sedangkan faktor yang menghambat ada tiga yang pertama ialah Pemerintah yang 
selalu menunda pertemuan dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi 





konsistensinya dalam menanggulangi permasalahan  anak jalanan, dan yang 
ketiga ialah  Kurangnya perhatian pemerintah terhadap Anak Jalanan. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka implikasi penelitian ini 
dapat disimpulkan sebagai berikut:  
Pemerintah harus lebih memperhatikan anak jalanan dalam hal 
penangggulangannya, karena sekuat apapun Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan ataupun lembaga non-pemerintahan lainnya untuk mencoba 
menanggulangi anak jalanan tidak akan berguna apabila pemerintah yang 
seharusnya nomor satu atau terdepan dalam menanggulangi anak jalanan sendiri 
tidak terlalu memperhatikan anak jalanan.  
Penulis berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman, khususnya 
tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dalam 
Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. Penulis juga berharap agar 
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